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Usai Diperiksa, Mantan Kabag Pemerintahan Tak Ditahan

Perkara Korupsi TIC

KEPAHIANG - Penyidik Pidsus
Kejaksaat Negeri (Kejari) Kepahiang
melalkukan pemeriksaan terhadap
salah satu tersangka dugaan perkara
korupsi pengadaan lahan Tourist
Information Centre (TIC), Syamsul
Yahemi. Ia merupakan mantan Ka-
bag Pemerintahan Setda Kepahiang
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) saat proses pengadaan lahan
dilaksanakan.

Berbeda dengan dua tersangka
sebelumnya yakni mantan Bu-
pati Kepahiang, Dr. Bando Amin C

dalam kondisi sakit dan memb_u-
tuhkan perawatan. “Tadi (kemarin,
red) dipersilakan untuk pulangusal
diperiksa. Kondisinya m.a51h belum
pulib)’ kata Arya, kemarin (25/6)-
Ketika ditanyakan berkenaan
dengan materi periksaa, Arya masih
enggan membeberkannya. Namun
yang jelas, kata Arya, pe}'nenks?aan
terhadap Syamsul Yahemi bertujuan
untuk melengkapi berkas perkara
ketiga tersangkayangsqdah fxlereka
tetapkan. Karena dari ketiga ter-
sangka lainnya
memang belum
~ pemeriksaan

hanya Syamsulyang
pernah dilakukan
dalam kapasitas seba-

Kader, MM dan ajudannya, Saptk
selaku pemiliklahan yang ditah
dan dititipkan di Lapas Kelas IIA
Curup. Untuk Syamsul Yahemi
tak ditahan dan diperbolehkan
pulang usai pemeriksaan. Penyidik
beralasan, kondisinya yang masih
belum pulih dari sakit menjadi
pertimbangan penyidik tidak me-
nahannya.

Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifu-
din, SH, MH melalui KasiIntel, Arya
Marsepa, SHmembenarkan pemer-
iksaan terhadap Syamsul Yahemi
tersebut. Menurut Arya, Syamsul
Yahemi sendiri memang masih

i tersangka.
gaélekadmgranIansh, dalam perqua:
korupsi pengadaan lahan TIC ini
sudah menetapkan tersgn,gka se-
banyak tiga orang yakni mantan
Bupati Bando Amin, Syamsul 8'{'(.1-
hemi dan Sapuan selaku p_exfnhk
lahan. Dalam proses pem,'ndlkar{
yang sudah dilakuka_n C}ldﬁpatl
kerugian negara semlal. Rp 3,3
miliar berdasarkan al.'_ld'lt BPKP
Provinsi Bengkulu. Penyidik meng-
indikasikan jika pengadaan 1ahan
yang bersumber dari APBD senilai

Rp 3,7 miliar tahun 2015 tersebut
diduga mark up. (zie)



